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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Menimbang

LURAH TAMANTIRTO
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAMANTIRTO,

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan
prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang
adil, makmur, dan sejahtera;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2025.



Mengingat

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5339);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang — Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang — Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 122 Tahun

2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 7059);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6623);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor
110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa
di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);



14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun
2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan
Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020
Nomor 2);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor
40, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 40);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52, Tambahan
Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024
Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019
tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong
Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 160);



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor
131);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor
148);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019
Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019
Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020
Nomor 128);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang
Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,
Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021
Nomor 129);



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2022 Nomor 60);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Cash Management System Dalam
Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program
Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2024 tentang
Tata Cara Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Melalui
Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dan Rotasi Jabatan
Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2024 Nomor 43);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang
Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2024 Nomor 49);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);

Peraturan Desa Tamantirto Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Tamantirto Tahun
2018 Nomor 02);

Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto
Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran

Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 16);



44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto
Tahun 2020 Nomor 17);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021
tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto
(Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);
Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021
tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf
Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2023 tentang
Perubahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf
Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Tamantirto Tahun 2023 Nomor 07);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran
Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 02 Tahun 2023
tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan (Lembaran
Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 02);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2023
tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran
Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 03);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun
2024 Nomor 03);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 04 Tahun 2024
tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan

Tamantirto Tahun 2024 Nomor 04).



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO
dan
LURAH TAMANTIRTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan

perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan Rp. 109.750.000,00
b. Pendapatan Transfer Rp. 5.561.596.963,00
e Dana Desa Rp. 2.045.559.000,00

e Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 804.337.963,00

e Alokasi Dana Desa Rp. 1.471.700.000,00

e Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 100.000.000,00

e Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Rp. 1.140.000.000,00

c. Pendapatan Lain-Lain Rp. 24.000.000,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan Rp. 5.695.346.963,00

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Rp. 2.544.250.541,00

b. Bidang Pembangunan Rp. 2.580.610.937,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 570.795.100,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 534.321.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat

dan Mendesak Kalurahan Rp 311.802.132,00
Jumlah Belanja Rp. 6.541.780.210,00
Defisit Rp 846.433.247,00




3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan

e Silpa 2024 (Perkiraan) Rp. 846.433.247,00

» Pendapatan Asli Desa Rp. 197.349.898,00

» Dana Desa Rp. 192.537.937,00

> Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 100.450.400,00

» Alokasi Dana Desa Rp. 131.277.653.00

» Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 0,00
» Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Rp. 92.827.359.00

» Pendapatan Lain - Lain Rp. 131.990.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a—b) Rp. 846.433.247,00
4. Surplus/Defisit Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APBKalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan 2025

sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan 2025.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah  Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana,keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya,
yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang
Perubahan APBKalurahan.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
10



a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kalurahan
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau
permasalahan sosial; dan;

e. berskala lokal Kalurahan.
Pasal 6

Dalam hal terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada
tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan dan menyebabkan SiLPA akan
dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan
APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang
Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan

Permusyawaratan Kalurahan.
Pasal 7
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tamantirto.

Ditetapkan di Tamantirto

. De(s?/:’.ber 2024
[AMANTIRTO,

Diundangkan di Tamantirto e

11



LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 05
Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan

Kabupaten Bantul : (29/Tamantirto/2024)
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA TAMANTIRTC

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TAMANTIRTO

TAHUN ANGGARAN 2025
Jenis APBDes : APBDes Awal
KODE REK URAIAN A"?::’,‘A" KETERANGAN
1 2 3 4
4, PENDAPATAN
41 Pendapatan Asli Desa 109.750.000,00
42, Pendapatan Transfer 5.561.596.963,00
43, Pendapatan Lain-lain 24.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 5.695.346.963,00
5. BELANJA
51. Belanja Pegawai 1.468.536.919,00
59 Belanja Barang dan Jasa 3.305.395.697,00
53. Belanja Modal 1.456.045.462,00
54. Belanja Tidak Terduga 311.802.132,00
JUMLAH BELANJA 6.541.780.210,00
SURPLUS / (DEFISIT) (846.433.247,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 846.433.247,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 846.433.247,00
PEMBIAYAAN NETTC 846.433.247,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00
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LAMPIRAN
PERATURAN DESA TAMANTIRTC
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESZ

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TAMANTIRTO

TAHUN ANGGARAN 2025
Jenis APBDes : APBDes Awal
CExsie URAIAN e SUMBERDANA
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
41, Pendapatan Asli Desa 109.750.000,00
42 Pendapatan Transfer 5.561.596.963,00
43 Pendapatan Lain-lain 24.000.000,00
JUMLAH PENDAPATANM 5.695.346.963,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2.544.250.541,00
11. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 1.828.711.084,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 67.524.960,00 | ADD
1.1.01 | 5.1. Belanja Pegawai 67.524.960,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 677.046.328,00 | ADD
1.1.02 | 5.1. Belanja Pegawai 677.046.328,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 11.532.000,00 | ADD
1.1.03 | 5.1. Belanja Pegawai 11.532.000,00
1.1.04 s"e)nyediaaﬂ Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 277.624.165,00 | ADD, DLL, PAD.#
1104 | 52. Belanja Barang dan Jasa 277.624.165,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 132.300.000,00 | ADD
1105 | 5.1. Belanja Pegawai 132.300.000,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam 14.860.000,00 | ADD
, Listrik dll)
1106 | 52. Belanja Barang dan Jasa 14.860.000,00
1107 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 67.690.000,00 | ADD, PBH
1107 | 52. Belanja Barang dan Jasa 67.690.000,00
1.1.90 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 6.480.000,00 | ADD
1190 | 51. Belanja Pegawai 6.480.000,00
1.1.92 :’ke;;yediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamu 98.739.231,00 | PBH
1192 | 51. Belanja Pegawai 98.739 231,00
1.1.92 :’nenyk:clﬁaan Tunjangan Pumna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Ba 41.248.800,00 | PAD
s
1193 | 51. Belanja Pegawal 41.248.800,00
1.1.97 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Stal Kalurahan 124.641.600,00 | ADD
1.1.97 | 5.1. Belanja Pegawal 124.641.600,00
1.1.92 Penyediaan Penghasilan bagi Stal Honorer 309,024 000,00 | ADD, PBH
1198 | 51, Belanja Pegawal 309.024.000,00
12 Penyedlaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 143.472.,325,00
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantorar/Pemerintahan 103.372.325,00 | DLL PAD, POM. |
1201 | 53. Belanja Modal 103.372.325,00
1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 40.100.000,00 | DOS, PAD
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1202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 40 100 000,00
13 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan §6.081.500,00
Kearsipan
1301 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 32139250000 | pop
1301 | 52 Belanja Barang dan Jasa 32.392.500,00
1302 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 7.755.000,00 | ADD
1302 | 52 Belanjn Barang dan Jasa 7.755 000,00
1303 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 5.285.000,00 | PAD
1303 | 52. Belanja Barang dan Jasa 5.285.000,00
1305 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 10.651.000,00 | pOS
1305 | 52, Belanja Barang dan Jasa 10.651.000,00
14. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 286.649.500,00
Pelaporan
1401 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 5.531.000,00 | ADD, DDS
Reguler)
1401 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.531.000,00
1402 P;S.yel)enggarun Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non R 31.279.500,00 | ADD, DDS
eguier
1402 | 52. Belanja Barang dan Jasa 31.279.500,00
1403 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 31.823.000,00 | ADD. DDS
1403 | 52 Belanja Barang dan Jasa 31.823.000,00
14.04 gne)cmmn Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 27.779.000,00 | ADD
1404 | 52. Belanja Barang dan Jasa 27.779.000,00
1406 Pe)nyusman Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang 22.115.000,00 | ADD, PBP
an)
1406 | 52. Belanja Barang dan Jasa 22.115.000,00
1407 P:anlyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar 14.207.000,00 | ADD
a
1407 | 52. Belanja Barang dan Jasa 14.207.000,00
14.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 14.020.000,00 | DDS
1408 | 52. Belanja Barang dan Jasa 14.020.000,00
1.4.11 Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam 62.765.000,00 | ADD
Mengikuti Lomba Desa
1411 | 52. Belanja Barang dan Jasa 62.765.000,00
14.80 Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer 70.130.000,00 | ADD
1490 | 52. Belanja Barang dan Jasa 70.130.000,00
1494 Fasiltas Pendampingan Bantuan Keuangan 7.000.000,00 | PBK
1494 | 52, Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
1.5 Sub Bidang Pertanahan 229.334.132,00
1506 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 75.619.132,00 | PBH
1506 | 52 Belanja Barang dan Jasa 75.619.132,00
1590 Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan 119.000.000,00 | DLL
15060 | 53. Belanja Modal 119.000.000,00
1591 Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 34.715.000,00 | PAD
1591 | 52. Belanja Barang dan Jasa 24.715.000,00
1501 | 53 Belanja Modal 10.000.000,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2.680,610.937,00
2.1, Sub Bidang Pendidikan 61.180.000,00
2.1.01 Penyelenggaraan PAUDITKITPA/TKAITPQ/Madrasah Non-Formal Milik Des 14.845.000,00 | DDS, PBK
a (Honor, Pakaian di)
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2101 | 52. Belanja Barang dan Jasa 14.845,000,00
21.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 22.155.000,00 | PBK
2102 | 52. Belanja Barang dan Jasa 22.155.000,00
2106 :cmbangunurv‘Rehab'Trtasi!Peningknlanl'Pengadann Sarana/PrasaranalAlat 10.183.000,00 | PEK
eraga
2106 | 52. Belanja Barang dan Jasa 10.183.000,00
2.1.08 P)enge1olaun Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac 3.430.000,00 | PAD
a
2108 | 52. Belanja Barang dan Jasa 3.430.000,00
2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 10.567.000,00 | DDS
21.10 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.567.000,00
2.2, Sub Bidang Kesechatan §91.251.000,00
2202 Pﬁerr)lyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inse 249.550.000,00 | DDS, PBH
n
2202 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 249.550.000,00
2203 Penyuluhan dan Pelathan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga da 21.765.000,00 | DDS, PEK
n Kader Kesehatan dll)
2203 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 21.765.000,00
2204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 53.410.000,00 | PBH
2204 | 52. Belanja Barang dan Jasa 53.410.000,00
2209 Pembangunan/Rehabiltasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana 145.369.000,00 | PEK
PosyandwPolindes/PKD **
2209 | 52. Belanja Barang dan Jasa 145.369.000,00
2292 Pembinaan Kampung KB 28.880.000,00 | DDS
2292 | 52. Belanja Barang dan Jasa 28.880.000,00
2293 Pengelolaan Kalurahan Inklusif 24.672.000,00 | PBP
2293 | 52. Belanja Barang dan Jasa 2.235,000,00
2293 | 53. Belanja Modal 22.437.000,00
2294 Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 60.525.000,00 | DDS, PBH
2294 | 52. Belanja Barang dan Jasa 60.525.000,00
2296 Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DIf) 7.080.000,00 | pOS
229 | 52. Belanja Barang dan Jasa 7.080,000,00
23. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.226.415.000,00
2303 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 28.382.000,00 | DDS, PBH
2303 | 52. Belanja Barang dan Jasa 1.089.000,00
2303 | 53 Belanja Modal 27.293.000,00
23.05 P; r;;elharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas 781.718.000,00 | DDS, PEH, PBK
e
2305 | 52 Belanja Barang dan Jasa 251.215.800,00
2305 | 53. Belanja Modal 530.502.200,00
231 Pembangunan/RehabilitasiPeningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 362.963.000,00 | DDS, PBH, PBK
Permukiman **)
2311 | 52, Belanja Barang dan Jasa 215.895.000,00
2311 | 53, Belanja Modal 147.068.000,00
23.13 ;’embunngRehabmsVPenhgkatarvPengermn Jembatan Milik Desa ** §3.352.000,00 | DDS, PBH, PBK
2313 | 52 Belanja Barang dan Jasa 30.898.000,00
2313 | 53, Belanja todal 22.454.000,00
24. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 247.093.000,00
24.01 ?wﬁzégﬁm:dnmman Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak 175.884.000,00 | ODS, PBH
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2401 | 52, Belanja Barang dan Jasa 175.884.000.00
2405 Pemelharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr 47.314.000,00 | DDS, PBH
asarana Jalan))
2405 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.815.000,00
2405 | 53, Belanja Modal 45.499.000,00
2447 g:rsnab.a‘r;gmanIRehabiMasVPefingkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik 23.895.000,00 | PEH
2417 | 52. Belanja Barang dan Jasa 1.415.000,00
2417 | 53, Belanja Modal 22.480.000,00
2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 396.600.937,00
25.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 69.884.937,00 | DDS
2502 | 52 Belanja Barang dan Jasa 730.000,00
25.02 | 53. Belanja Modal 69.154.937,00
2503 PelatiharvSosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan 15.700.000,00 | DDS
Kehutanan **)
2503 | 52 Belanja Barang dan Jasa 15.700.000,00
2590 Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kalurahan 15.980.000,00 | PBK
2590 | 52. Belanja Barang dan Jasa 15.980.000,00
2591 Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah 22.779.000,00 | PBK
2591 | 52. Belanja Barang dan Jasa 22.779.000,00
2592 Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekara 4.400.000,00 | DDS
ngan
2592 | 52. Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00
2593 Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah 267.857.000,00 | PBK
2593 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 267.857.000,00
26. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika §3.921.000,00
2605 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Tr 53.921.000,00 | DDS, PBH, PBK
ansportasi Desa
2605 | 52. Belanja Barang dan Jasa 21.301.000,00
26.05 | 53. Belanja Modal 32.620.000,00
238. Sub Bidang Pariwisata 4.150.000,00
2803 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 4.150.000,00 | ADD
2803 | 52. Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 570.795.100,00
31. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 71.559.100,00
Masyarakat
3.1.01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 4.800.000,00 | ADD
3101 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00
31.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L 26.845.000,00 | ADD
okal Desa
31.03 | 52. Belanja Barang dan Jasa 26.845.000,00
3.1.07 Pelathar/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & 2.700.000,00 | ADD
Pelindungan Masy.
31.07 | 52. Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00
3192 g:epng;a;tan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana 37.214.100,00 | ADD
3192 | 52. Belanja Barang dan Jasa 31.264.100,00
3192 | 53, Belanja Modal 5.950.000,00
32. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 187.506.000,00
3202 :::gi(n;gan Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ 9.665.000,00 | DLL
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3202 | 52. Belanja Barang dan Jasa 9 665.000,00

3203 Penyelenggaraan Festival Kesenian, AdatKebudayaan, dan Keagamaan (H 119.096.000,00 | PEH
UT RI, Raya Keagamaan dll)

3203 | 52 Belanja Barang dan Jasa 119.096 000,00

3204 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaa 4.500.000,00 | PAD
n Milik Desa

3204 | 52, Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00

3290 Pembinaan Bidang Keagamaan 35.595.000,00 | ADD, PBM

3290 | 52. Belanja Barang dan Jasa 35.595.000,00

3293 Pengembangan Desa Budaya 18.650.000,00 | PBP

3293 | 52, Belanja Barang dan Jasa 18.650.000,00

33, Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 232.020.000,00

3303 Penyelenggaraan Festivallomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa 51.370.000,00 | DDS, PEH

3303 | 52, Belanja Barang dan Jasa 51.370.000,00

3305 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa 154.000.000,00 | PAD, PEK
n & Olahraga Milik Desa

3305 | 52. Belanja Barang dan Jasa 154.000.000,00

3306 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 26.650.000,00 | ADD, DDS, PAD

3306 | 52. Belanja Barang dan Jasa 26.650.000,00

34. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 79.710.000,00

3402 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 7.295.000,00 | ADD

3402 | 52. Belanja Barang dan Jasa 7.295.000,00

3403 Pembinaan PKK 23.955.000,00 | ADD

3403 | 52. Belanja Barang dan Jasa 23.955.000,00

3490 Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan 37.280.000,00 | ADD, PBH

3490 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 37.280.000,00

3493 Program Kalurahan Ramah/Layak Anak 11.180.000,00 | DDS, PBK

3493 | 52 Belanja Barang dan Jasa 11.180.000,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 534.321.500,00

41. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 16.325.000,00

4103 :’kegsbangmanIRehabilitasVPeningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Mi 16.325.000,00 | DDS, PBH

esa

4103 | 52 Belanja Barang dan Jasa 620.000,00

4103 | 53. Belanja Modal 15.705.000,00

42. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 422.666.500,00

4202 Peningkatan Produks! Petemakan (alat produksi/pengelolaanvkandang) 1.250.000,00 | oDS

4202 | 52. Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00

4204 Pemeliharaan Saluran Irigas! Tersier/Sederhana 43.252.500,00 | DDS, PBH

4204 | 52 Belanja Barang dan Jasa 332.500,00

4204 | 53. Belanja Modal 42.920.000,00

4205 P:laﬁMNBimleUPenoenalun Teknologl Tepat Guna untuk Pertanian/Petemn 7.711.000,00 | pos
akan

4205 | 52. Belanja Barang dan Jasa 7.711.000,00

4206 Pembangunan/RehabilitasiPeningkatan Saluran lrigasi Tersler/Sederhana 249.370.000,00 | DDS, PBH

4206 | 52. Belanja Barang dan Jasa 9.780.000,00

4206 | 53, Belanja Modal 239.590.000,00

4290 Fasiltasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan 121.083.000,00 | DDS, PBH
Peternakan
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429 | 52 Belanja Barang dan Jaca 121 081 000,00
43 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 15.210.000,00
a3m Peninghatan Kapastas Peranghat Desa 085250000 | PO
4302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 8 852 500,00
410 Peninghatan Kapasitas BPD 6357.50000 | POF
430 | 82 Belanja Barang dan Jasa 6357 500,00
e Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 41.565.000,00
Keluarga
LERS Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/ 4356500000 | OOS
Keluarga
4484 | 52 Belanja Barang dan Jasa 43.565.000,00
45 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 12.565.000,00
4590 Pelathan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat da 12.565.000,00 | 0OS
n Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha
4590 | 52. Belanja Barang dan Jasa 12.565.000,00
46. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 5.325.000,00
4602 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) 5.325.000.00 | OLL
4602 | 52. Belanja Barang dan Jasa §.325.000,00
4.7, Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 18.665.000,00
47.04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihar/Pendampingan kelompok usaha ekonomi p 18.665.000,00 | COS
roduktif
4704 | 52 Belanja Barang dan Jasa 18.665.000,00
H BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 311.802.132,00
51. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 106.602.132,00
5$.1.00 Kegiatan Penanggulangan Bencana 106.602.132,00 | PAD. PEK
5.1.00 | 54. Belanja Tidak Terduga 106.602.132,00
§3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 205.200.000,00
53.00 Penanganan Keadaan Mendesak 205.200.000,00 | cos
5300 | 54. Belanja Tidak Terduga 205.200.000,00
JUMLAH BELANJA 6.541.780.210,00
SURPLUS / (DEFISIT) (846.433.247,00)
€. PEMBIAYAAN
€61. Penerimaan Pembiayaan 846.433.247,00
PEMBIAYAAN NETTC 846.433.247,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAMN 0,00
r 2024
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
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JI. Kasihan-Bibis No 01 Telp 0274-370201 Kode Pos 55183
Website: tamantirto.bantulkab.go.id, e-mail: desa.tamantirto@bantulkab.go.id
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BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

MENJADI PERATURAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
scbagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan  pemerintahan  kalurahan berdasarkan
prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan  landasan  kuat  dalam  melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang

adil, makmur, sejahtera;



Mengingat

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurufl a dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan
Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Dacrah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 122 Tahun
2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 7059);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);



6.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor
110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan
Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,



15.

16.

17.

18.

19.

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1569);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun
2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020

Nomor 2);

Peraturan Gubernur Dacrah Istimewa Yogyakarta Nomor 40
Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40,



21.

22.

23.

24,

25.

26.

Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 40);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52
Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Bantuan Keuangan Daerah  kepada  Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah
Dacrah Istimewa Yogyakarta Nomor 52, Tambahan Berita

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24
Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor
24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019
tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan
(Lembaran Dacrah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor
148);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul

Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita
Dacrah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Dacrah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang
Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,
Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021
Nomor 129);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022
Nomor 60);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Cash Management System Dalam
Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);



36.

37.

38.

39.

40.

41.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2023 Nomor 3);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan
Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program
Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2024 tentang
Tata Cara Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Melalui
Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dan Rotasi Jabatan
Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2024 Nomor 43);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang
Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2024 Nomor 49);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021
Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto
(Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Desa Tamantirto Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Tamantirto Tahun 2018
Nomor 02);




42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto
Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Tahun 2019

Nomor 3);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran

Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 16);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto
Tahun 2020 Nomor 17);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021
tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto
(Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021
tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf
Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan
Tamantirto Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong
Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Tamantirto Tahun 2023 Nomor 07);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran
Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 02 Tahun 2023
tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan (Lembaran
Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 02);



49,

50.

S1.

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2023
tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran

Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 03);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun
2024 Nomor 03);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 04 Tahun 2024
tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Tamantirto Tahun 2024 Nomor 04).



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN
KALURAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN
KALURAHAN.

Menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

: Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai

berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tamantirto
Pada tanggal : 19 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO
“"KETUA

// {’st

. 4,!/ ]
&x@(}éﬁ;ﬂ |




KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Kamis, Tanggal Sembilan Belas, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu

Dua Puluh Empat yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Suranto
Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Tamantirto
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan

Kalurahan Tamantirto, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Wisnu Ardi
Jabatan : Lurah Tamantirto
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan
Tamantirto selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan

Kalurahan Tamantirto tentang :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto Tentang Rancangan
Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Menjadi Peraturan Kalurahan.

2. Kepada Pemerintah Kalurahan untuk segera memohonkan Nomor Register
Peraturan Kalurahan Kepada Kapanewon Kasihan.

3. Setelah Mendapatkan Nomor Register untuk segera Menetapkan Peraturan
Kalurahan tentang Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan

sebagaiamana mestinya.

~PIHAK KESATU
'KETUA BAMUSKAL

s

—

.
J

SURANTO




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN
mwun]nnn]uzg{ria%ganmﬂ

JI. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181
Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275
Email: kec.kasihan@bantulkab.qgo. Id Websile: https://kec-kasihan.bantulkab.go.id

Bantul, 24 Desember 2024
Kepada

Yth. 1. Inspektur Kabupaten Bantul
2. Kepala Dinas PMK Kabupaten
Bantul
3. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Bantul
4, Lurah Tamantirto
5. Ketua Bamuskal Tamantirto

di-
Bantul
SURAT PENGANTAR
Nomor : B/400.10.2.2/00872
No i Hal yang dikirim Banyaknya Keterangan
1 Keputusan Panewu Kasihan Nomor 67 1 Bendel Dikirim dengan
Tahun 2024 tentang Evaluasi Terhadap . hormat untuk
Rancangan  Peraturan  Kalurahan menjadikan periksa
, Tamantirto tentang Anggaran
' | Pendapatan dan Belanja Kalurahan
i Tahun Anggaran 2025

Pit. Panewu Kasihan,

5,,, 1

':n

A

ANTON YULIANTO, AP., M.L.P.
Pembina Tingkat |, IV/b
NIP. 197707261995111001

Lf}’\“ 5,"{'“ ~» Pasal 5 ayal (1) UU ITE 11/2008.
J » rufixast » t f
Y | Eiekrronik Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah®

* Dokumen ini lelah ditandalangani secara eleklronik menggunakan sertifikat elektronlk yang diterbitkan BSrE.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN

nmuqmn']an?{;;({in\%;nmom

Alamat :JI. Madukismo No 252 Tirtonirmolo Kasihan Bantul 55181,

Telp.(0274) 377597, Fax. (0274)411275
Email : kec kasihan@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN
NOMOR : &7 Tahun 2024
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU KASIHAN,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul
Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan
Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran , wajib dimintakan
evaluasi ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kapanewon Kasihan tentang evaluasi terhadap
Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun

Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dibuah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negra
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);



10.

11.

12.

Peraturan Menteri  Desa, Pembangunan Dacrah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023
tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);



13.

14,

15.

16.

17.

18.

Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta
Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada
Pemerintah Kalurahan (Berita Dacrah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37
Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Keuangan Khusus (Berita Dacrah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2021 Nomor 37);

Peraturan Gubernur Dacrah Istimewa Yogyakarta
Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah
Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2024 Nomor 24),

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun
2020 tentang Badan Permusyawatan Kalurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020
Nomor 8);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019
tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
134 Tahun 2019 tentang Pedoman Orpanisasi dan Tata
Kerju  Pemerintah  Kalurahan  (Lembar  Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);



Menetapkan

KESATU

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan di Kalurahan (Berita Dacrah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan  Produk  Hukum
Kalurahan (Berita Dacrah Kabupaten Bantul Tahun
2020 Nomor 87);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan  Keuangan Kalurahan (Berita Dacrah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan  Kegiatan  Pengadaan
Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Dacrah Kabupaten
Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang
Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Dacrah
Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 49);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN TENTANG EVALUASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2025, scbagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari

Keputusan Panewu ini.



KEDUA : Lurah Tamantirto bersama Badan Permusyawaratan
Kalurahan Tamantirto harus menindaklanjuti hasil evaluasi
sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 hari sejak

diterimanya hasil evaluasi.

KETIGA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 23 Desember 2024

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul

2. Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul
3. Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Bantul

4. Ketua Bamuskal Tamantirto



II.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN
NOMOR : G7 TAHUN 2024
Tanggal : 23 DESEMBER 2024

TENTANG

EVALUASI TERHADAP  RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah disusun
sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-
undangan

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

A. Legal Drafting
Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah
disusun sesuai Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.

B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan,

1. Judul, dan pasal-pasal sudah sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa pada lampiran C.1
Dasar hukum sudah sesuai
Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
substansi materi pasal ayat pada prinsipnya sudah mengacu pada
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Rincian Pendapatan dan belanja pada lampiran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah

sesuai.

ol o

C. Nomor Register Peraturan Kalurahan
Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan,
Kabupaten Bantul (  / Tamantirto_L28




CEKLIST EVALUASI

LAMPIRAN 11

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN APBKAL TAHUN 2025
RALURAHAN : TAMANTIRTO
No. | URAIAN KETERANGAN
A. !Legal Dratung
1 Pengaunaan hural bookman old style” ukuran huruf 12 dengan jarak bans 1,5 Sudah
2 Rop Perkal dengan lambang Garuda cetakan warna emas
3 _|Penulisan peraturan pada konsiderans lengkap dengan benta daerah Sudah
4 Nomor reaister Kapanewon
!Resesuaran Dasar Hukum ¢
S_|UU No. 13 tahun 2021 tentang heistimewaan DIY Sudah
O JUU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Sudah
UL No. 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantu! di Dacrah Istimewa Yogyakarta Belum
7_[PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU no 6 th 2014 Sudah
8 |Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Sudah
9 [Permendagn No. 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa Sudah
10 IPermendasgn No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Sudah
11 [Permendagn No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa Sudah
Permendes PDTT No 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan
12 |pemberdavaan masvarakat desa dan perubahannva Sudah
13 |Permendes PDTT No 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prionitas Penggunaan Dana Desa Sudah
Permendes PDTT No 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
14 |Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Sudah
15 |Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2023 tentangReformasi Kalurahan Sudah
16 |Peraturan Gubernur DIY No. 24 Tahun 2024 tentang pemanfaatan Tanah Kalurahan Sudah
17 |Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2020 tentang pedoman pemerintah kalurahan Sudah
18 |Perda Kab. Bantul No 9 Tahun 2019 tentang penetapan Kalurahan Sudah
19 |Perda Kab. Bantul No 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan Sudah
20 |Perda Kab. Bantul No 8 Tahun 2020 tentang Bamuskal Sudah
Perbup Bantul No.134 Tahun 2019 tentang pedoman orgamsas: dan tata kerja
21 |pemerintahan kalurahan dan perubahannva Sudah
22 |Peraturan Bupati Bantul No. 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan kalurahan Sudah
Peraturan Bupati Bantul No 87 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan
23 |produk hukum kalurahan _ Sudah
Peraturan Bupati Bantul No 134 Tahun 2020 tentang tata naskah dinas bagi
23 |pemenntah kalurahan Sudah
Perbup Bantul No. 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan,
25 |Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal Sudah
20 |Peraturan Bupau Bantul No 59 Tahun 2022 tentany Pengelolaan keuangan desa Sudah
Peraturan Bupati Bantul No 60 Tahun 2022 tentang tata cara pengadaan barang/jasa
27 |di kalurahan Sudah
Peraturan Bupau Bantul No. 49 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Barang dan
28 |Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Sudah
Peraturan Bupati Bantul No. 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
29 |Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2025 Sudah
30 |Peraturan Kal. pemanfaatan tanah Kal. Sudah
31 |Peraturan Kal. pungutan Kal. Sudah
32 |Peraturan kal. kewenangan kalurahan Sudah
33 | Peraturan Kal. susunan organmsasi dan tata kerja pemenntah kalurahan Sudah
34 |Peraturan kal. tentang RPJMKal Sudah
35 Peraturan Kal. tentang RKP kal. 2025 Sudah
36 |Peraturan Kal. tentang Siltap Sudah
B. |Substans:
1 |Kesesuman jumlah Dana Transfer Sudah
Prioritas dan fokus penggunaan Dana Desa utk Pembangunan & Pemberdayaan. DD
2 |udak diperkenankan untuk membangun gedung/kantor, tidak untuk honor staf Sudah
Siltap, Tunjangan Lurah/Pamong, Tunjangan Bamuskal, Operasional
3 kelurahan/Bamuskal, Insenuf RT < 30 %0 APBKal Sudah
hode Rekenng Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan kalurahan menyesuakan dengan
kode rekening yang ada didalam sistem keuangan desa sesuai Permendagri 20 Tahun
4 |2018 Sudah
BLT DD antara 10 - 15 %, RETAHANAN PANGAN mimimal 20%s dan pagu DD murm
2025, tidak mengalokasikan 3 % DD untuk dana operasional pemkal, 10 % untuk
5 [rehab Gedung Sastro Sukarno Sudah
6 |Anpgaran stunung Sudah
7 |Angparan Pengelolaan Sampah Sudah
8 |Angearan KTLH muinumal 0 unit Sudah
C. [Persvaratan Kelengkapun Tambalian
Keputusan Hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan raperkal
1 [APBRal | hhat tangeal keputusan ) Sudah
keputusan hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan raperkal
2 |[APBKal [ hhat Berita Acara Hasil Musyawarah ) Sudah
3 [Peraturan Kal. tentang RPJMKal Sudah
4 |Peraturan Kal. tentang RKP kal, 2025 Sudah




[vo.] URAIAR [ KETERANGAN

Catatan :
Rancangan Perkal APBKal ini harus diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi dari

A. Kapanewon kemudian dimintakan nomor register

B. Silpa Tahun 2024 diharapkan bisa terealisasikan pada triwulan 1 Tahun 2025

C. Perkiraan SILPA ditampilkan secara rinci dengan sumber dana

D. UU No.15 Tahun 1950 dihapus saja

E. UU No. 23 Tahun 2014 dihapus saja

F. PP No, 8 Tahun 2008 dihapus saja

G. Permendagri No. 70 Tahun 2019 dihapus saja

N Belanja yang menggunakan DDS dengan kode rek, 99 agar diubah kode rekeningnya

1 Honor untuk kader Posyandu, PKK dan Karang taruna dianggarkan dari sumber dana

" selain DDS )

honor TPK dan TPBJ yang berasal dari unsur LKK untuk dianggarkan dari sumber

J- dana selain DDS

K. BPJS ketenagakerjaan agar nantinya ditambah LKK lainnya A

L. Setelah Perkal ditetapkan agar segera menyusun DPA (paling lambat 3 hari )




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN
O(II(UMIO(MIRJ)7{(})(({09)?!1/"0”

JI. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181
Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275
Email kec kasihan@bantulkab qo id ,Website: hilps Ikec-kasihan bantulkab.go id
e

e

Bantul, 24 Desember 2024
Kepada

Yth. 1. Inspektur Kabupaten Bantul
2. Kepala Dinas PMK Kabupaten
Bantul
3. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Bantul
4, Lurah Tamantirto
5. Ketua Bamuskal Tamantirto

di—
Bantul
SURAT PENGANTAR
Nomor : B/400.10.2.2/00872
No Hal yang dikirim Banyaknya Keterangan
1 Keputusan Panewu Kasihan Nomor 67 1 Bendel Dikirim dengan
Tahun 2024 tentang Evaluasi Terhadap hormat untuk
Rancangan  Peraturan  Kalurahan menjadikan periksa

Tamantirto tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2025

PIt. Panewu Kasihan,
% N
"i: ij &‘ $| -.
e
El N I‘l -

ANTON YULIANTO, AP., M.L.P.
Pembina Tingkat |, IV/b
NIP. 197707261995111001



j: PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
(q:"@ ! KAPANEWON KASIHAN
) b}' muqoaque{mﬁgmnﬂ

Alamat :JI. Madukismo No 252 Tirtonirmolo Kasihan Bantul 55181,

Telp.(0274) 377597, Fax. (0274)411275
Email : kec.kasihan@bantulkab,go.id

KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN
NOMOR : 67 Tahun 2024

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU KASIHAN,

Mcnimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul

Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan

Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran , wajib dimintakan

evaluasi ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Kapanewon Kasihan tentang evaluasi terhadap

Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun

Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Dacrah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);



w

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) scbhagaimana telah  dibuah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negra
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Tcknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);



0

10.

11.

12.

Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan  Masyarakat Desa  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10633)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pcdoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

Peraturan Menteri Decsa, Pembangunan Dacrah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023
tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang
Pengelolaan Dana Decsa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);



14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan  Gubernur  Daernh  Istimewa  Yogyakarta
Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Bantuan Keunangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada
Pemerintah Kalurahan (Berita Dacrah Dacrah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37
Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Keuangan Khusus (Berita Dacrah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2021 Nomor 37);

Peraturan Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta
Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanuh
Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2024 Nomor 24),

Peraturan Dacrah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2019 tentang Penctapan Kalurahan (Lembaran Dacrah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Dacrah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun
2020 tentang Badan  Permusyawatan  Kalurahan
(Lembaran Dae¢rah Kabupaten Bantul Tahun 2020
Nomor 8);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019
tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2019 Nomor 134) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomer 128 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan ‘l'aw
Kerju  Pemerintah  Kalurahan  (Lembar  Dacrah

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);



Menetapkan

KESATU

19.

20.

21.

22,

23.

24,

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang,
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2020 Nomor 87);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Dacrah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Tata Cara  Pelaksanaan  Kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang
Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Dacrah
Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 49);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN TENTANG EVALUASI

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto
tentang Anggaran Pendapatan Dan DBelanja Kalurahun
Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari

Keputusan Panewu ini.



KEDUA ¢ Lurah Tamantirto  bersama Badan  Permusyawaratan

Kalurahan Tamantirto harus menindaklanjut hasil evaluas
scbagaimana diktum KESATU paling lambat 7 hari sejal

diterimanya hasil evaluasi.

KETIGA ¢ Keputusan  Panewu ini mulai  berlaku  pada  tangyal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 23 Desember 2024

4’5% W K:ntaillan.‘
3 N

i

118
1)\

Salinan Keputusan Pancwu ini disampaikan kepada Yth. :

Inspektur Daerah Kabupaten Bantul

Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul
Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Bantul

Ketua Bamuskal Tamantirto

Bwn



LAMPIRAN |

KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN
NOMOR : ¢7 TAHUN 2024
Tanggal : 23 DESEMBER 2024

TENTANG

EVALUASI  TERHADAP  RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN

ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah disusun
sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-
undangan

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

A. Legal Drafting
Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 tclah
disusun sesuai Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.

B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan.

1. Judul, dan pasal-pasal sudah sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa pada lampiran C.1
Dasar hukum sudah sesuai
Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
substansi materi pasal ayat pada prinsipnya sudah mengacu pada
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Rincian Pendapatan dan belanja pada lampiran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah

sesuail.

W

C. Nomor Register Peraturan Kalurahan
Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan,
Kabupaten Bantul ( / Tamantirto /2024
<\ K‘“f(,\
CAPLT. PAWRWU KASIHAN, f

§ i
i'{ KAPANEWON

DNTO, AP, MLLP.




LAMPIRAN 11

CEKLIST EVALUAS!
RANCANGAN PERATURAN KALURANAN APBKAL TAHUN 2025
KALURAHAN - TAMANTHZIO

[ro.] URAIAN | KETERANGAN

A. |l"r'-| Lt aft

1 i vengouiaan nurul “bookman old style ukuran huruf 12 d'n:’ un Jarak bans 1,5 Sudah
2 k'.Ll rrkal dengan lambang Garuda cetakan warna emas ]
| "3 iPenulisan peraturan pada konsiderans lenpxap dengan Lenta daerah Sudah
4 humoar repister Kapanewon _
L~ nesesuman Dasar Hukum |
|5 UL Ko 13 tahun 2021 tentang Keistunewaan DIY 1 ___Sudah
[ 6 (LU No 6 talun 2014 Tratlang besa Sudah
LU No. 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantal di Dacrah [stimewa Yogyakarta Belum |
7 II'I"-'- 42 Tahiun 2014 tentanp Peraturan pelaksanaan LU no 6 th 2014 Sudah |
|
l __4!'—1;:14111‘:1 Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Sudah j
9 _Permendagn No. 111 Tahun 2014 tentang pedoman tenis peratusan i desa Sudal |
5 10 L'vnrr-vlwr. Nu. 44 Tahun 2016 teotang Kewenanpan Desa Sudah I}
1 (Primendagn No 20 Tahun 201K tentang pengelolaan keuanpgan desa Sudah |
'_ T Prrmendes PDTT No 21 Tahun 2020 tentang pedoman wnwn pembangunan desa dan l
'_l 2 | prinberdavann masvaraket desa dan perubahannva Sudah
13 Jl"...uz'r Ces POTT No 7 Tahun 2023 tentang Rincian Priontas Penggunaan Dana Desa Sudah __l
t Permuendes POTT No 13 Tahun 2023 tentang Petunuk Operasional Atas Fokus
4 1Pt aan Dana Desa Tahun 2024 Sudah
' 15 Peraturan Gubernur DIY No. 40 Taliun 2023 tentangReformast Kalurahan Sudah
1
' 16 Peraturen Gubemur DIY No. 24 Taliun 2024 tentang pemanfaatan Tanah Kalurahan Sudah
7 [Pesaturen Gubemnur No 2 Tahun 2020 tentang peduman pemenntal kalurabia Sudah
m Perda kab Bantul No 9 Tahun 2019 tentang penetapan Kalurahan | Sudah |
| 19 I'w:rl.l—l.'nh Bantul No 5 Tahun 2020 tentung Pamong halurahan | Sudaly |
T30 Perra kat Bantul No 8 Tahun 2020 teutang Humuaskal Sudakb |
% ]lmruul No.133 Tahun 2019 tentang pedoman organisast dan tata kerja |
) urnnl..lmu kedurahan dan perubahannva Sudah
2 ) | Peratuian Bupati Bantul No. 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan sSudah
Peraturan Hupat Bantul No 87 Taliun 2020 tentang pedomen (ekais penvusunan
23 |produk hukum kalurahan Sudah
Perotwran Bupat Bantul No 134 Tahun 2020 tentang tata naskah d:nas bag
24 |pemenntah kalurnhan Sudah
Perbup Buntul No. 129 Tahun 2021 tentang Pengnasilan Lurah, Pamong Kalurahan,
25 Staf Kaluruhan, Stal Honcrer Kaluralian dan Bamuskal Sudah
76 |Per Peraturan Bupats Bantul No 59 Tahiun 2022 tentang Penpelclaar. keuangin desa Sudah
T Peraturan Bupant Bantul No 60 Tahun 2022 tentang tata cara pengadaan barang/ jasa
27 o kalurohan Sudah
Peratutan Bupat Bantul No. 49 Tahun 2024 tentang Stancensas: Harga Barang dan
28 |Jasa Pemerinieh Kabupaten Bantul Tahun 2025 Sudah
TPeraturan Bupat Bantul No. 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
LIO Pendapatan dan Belazja Kalurahan TA 2025 Sudah
730 [Peruturan Kal. pemanfantan tanah Kal Sudah
731 [Peraturan kal._pungutan Kal Sudah
32 'Peraturan hal. kewenanpan kalurahan Sudal !
11 [Peraturan kal. susunan orgenisast dan lata kera pemenntah kalurahan Sudah
| 31 [Peraturan Ral _tentang RPJMRal Sudah
TT15 [Peraturan kel _tentang RKP kal 2025 Sudal
36 | Peraturan hal__tentang Sitap Sudah
B. |substans:
[ 1 |hesesuman jumlah Dana Transfer Sudah \
Prioritas dan fokus penggunaan Dana Desa utk Pembangunan & Pemberdayaan. DD '
2 !ncak dperkenankan untuk membangun pedung/ kantor, Ldak untuk honor staf Sudah !
‘. [Siltap, Tunjangan Luraly/Pamong, Tumangan Bamuskal, Operasional
3 ';..4!.:141..;:. Bamusknal. Insenuf RT s 30 %u APBRal Suduh
e keheiing Pendapatan, Delanya gan Pembiayasn Raluraluan menyesumkan dengan
| kndte rekening yang eda didalam sistem keuangan desa sesuai Permendagn 20 Tahun \
4 12018 Sudah
BLT DD antara 10 « 13 %, KETAHANAN PANGAN muumal 20y dan pagu DD murm
12025, udak mengalokasikan 3 % DD untuk dana operasiona! pemnkal, 10 % untuk
5 'renab Gedung Sastro Sukarno Sudih
("6 Aspgaran stenung Sucah —
7 |Aagraran Pengelolaan Sampah Sudah '
$ [Angparan KILH munamal b unit Sucah 1
C. |’ci svasalan Aelengkapan Tambatian —
Reputusen Hasd musyawaran BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan raperkal
1 _APRRa | hat tanggal keputusan | Sudah
keputosan hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan raperkal
2 |APBRW (lihat Berita Acura Hasil Musyawarah ) Suduh
3 |Peraturan Kal _tentang RPJMRal Sudah
4 |Peraturan Kal tentang RRP kal. 2025 | Sucah
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Rancangan Perkal APDRal ini harus diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi dari
A. Kapanewon kemudian dimintakan nomor register

B. Silpa Tahun 2024 diharapkan bisa terealisasikan pada trwulan | Tahun 2025
C. Perkirnan SILPA ditampilkan secarn rinci dengan sumber dann

D. UU No.15 Tahun 1950 dihapus saja

E. UU No. 23 Tahun 2014 dihapus saja

F. PP No § Tahun 2008 dihapus saja

G. Permendagn No. 70 Tohun 2019 dihinpus saja

Belanja vang menggunakan DDS dengan kode rek. 99 agar diubah kode rekeningaya
1 Honor untuk kader Posyandu, PKX dan Karang taruna dianggarkan darf sumber dana
T oselan DDS
J honor TPK dan TIPBY yang berasal dari unsur LKK untuk dianggarkan dari sumber
 dany selain DDS
K. BIVS ketenagaketrjann agar nantinya ditambah LRK lannya
L. Setelah Perkal ditetapkan agar segera menyusun DPA (paling lumbat 3 hari )




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN
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JI. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181
Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275
Email: kec.kasihan@bantulkab.qgo.id.,Website: https://kec-kasihan.bantulkab.go.id

Bantul, 24 Desember 2024

Kepada
Nomor :  B/400.10.2.2/00869 Yth. Lurah Tamantirto
Sifat :  Biasa
Lampiran @ - di —
Hal . Nomor Register Rancangan Kasihan

Peraturan Kalurahan

Menindaklanjuti surat dari Pemerintah Kalurahan Tamantirto Nomor :
B/400.10.2.2/00498 tanggal 24 Desember 2024 perihal Permohonan Nomor
Register Peraturan Kalurahan, berdasar Peraturan Bupati Bantul Nomor 87
Tahun 2020 pasal 17,

ayat (1) Lurah mengajukan nomor register Peraturan Kalurahan
kepada Panewu setelah hasil evaluasi rancangan Peraturan
Kalurahan ditindaklanjuti bersama Bamuskal dan/atau
sebelum rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan menjadi
Peraturan Kalurahan

Sehuhungan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberikan Nomor
Register Peraturan Kalurahan Tamantirto Rancangan Peraturan Kalurahan
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) TA 2025,

yaitu :
29/Tamantirto/2024

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197707261995111001

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.:
1. Ketua Bamuskal Tamantirto

e Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
¢ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
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